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PRAKATA

Pengantar Ilmu Negara mengkaji terkait pentingnya memahami hal-hal yang
berhubungan dengan negara agar kita dapat menghargai dan memahami
keragaman budaya; sejarah; serta nilai-nilai yang ada dalam suatu negara.
IImu negara merupakan ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian
pokok serta sendi pokok negara pada umumnya. Ilmu negara menekankan
hal-hal yang bersifat umum dengan menganggap negara sebagai genus dan
mengesampingkan sifat-sifat khusus dari negara-negara.

Negara merupakan suatu organisasi yang memiliki kewenangan meng-
atur hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas serta
memiliki kewajiban dalam memakmurkan; melindungi; dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Negara digambarkan sebagai entitas politik dan hukum
yang memiliki kedaulatan atas suatu wilayah tertentu. Negara bertanggung
jawab untuk menjaga keamanan; memberikan keadilan; dan melindungi
hak-hak warganya. Selain itu, negara juga memiliki struktur pemerintahan
dan aturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat.

Buku ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi para pembaca dalam
memperdalam ilmu negara. Memahami ilmu negara dapat membantu kita
memahami sistem pemerintahan; hukum; dan tugas serta tanggung jawab
kita sebagai warga negara.

Dalam buku ini, penulis menyajikan berbagai pemahaman mengenai
ilmu negara, yang meliputi konsep dasar ilmu negara; teori terjadinya
negara; asal mula negara; serta aliran-aliran ilmu negara. Penulis berharap,

\Y
ZI'-_I ‘turnitin Page 15 of 45 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:2983174919



zﬂ turnitin Page 16 of 45 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:2983174919

buku ini dapat menjadi titik awal yang inspiratif bagi para pembaca untuk
(12) memperdalam pemahaman mereka mengenai ilmu negara. Semoga buku
ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi para pembaca. Amin.
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BAB XIV

PEMISAHAN KEKUASAAN DI INDONESIA

Anang Dony Irawan

Memahami Pembagian Kekuasaan

Pada umumnya, hukum diartikan sebagai peraturan-peraturan mengenai
tingkah laku orang per orang di dalam masyarakat yang mempunyai sanksi
yang dipaksakan. Oleh karena itu, hukum sifatnya memaksa. Hukum itu
lahir untuk mengatur dan menyerasikan pelaksanaan kepentingan yang
berbeda-beda di antara anggota masyarakat. Dalam konsep ini, negara
diatur dan dikelola oleh sistem hukum yang memaksa itu. Negara adalah
organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok
masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu; hidup di dalam daerah
tertentu; dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Dalam konteks ini,
tata negara berarti sistem pengaturan; penataan; dan pengelolaan negara,
yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan serta substansi norma
kenegaraan (Asshiddigie, 2006). Negara sebagai organisasi kekuasaan, tentu
memiliki tata kerja daripada kelengkapan negara yang menjadi satu kesa-
tuan yang utuh, di mana akan ada hubungan dan pembagian tugas serta

155
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QD kewajiban di antara masing-masing kelengkapan negara untuk mencapai
suatu tujuan yang tertentu (Soehino, 2001).

Sebagian besar negara saat ini menempatkan hukum sebagai landasan
tertinggi dalam menjalankan sistem pemerintahannya, di antaranya konsti-
(97) tusi sebagai aturan hukum tertinggi dalam suatu negara. Materi muatan
konstitusi biasanya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni adanya peng-
aturan tentang pelindungan hak asasi manusia dan warga negara; adanya
pengaturan tentang susunan ketatanegaraan suatu negara yang mendasar;
dan adanya pembatasan serta pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang
mendasar. Salah satu ciri konstitusi adalah adanya pembagian kekua-
saan (distribution of power) atau pemisahan kekuasaan atau (separation of
power) agar kekuasaan tidak menumpuk pada salah kekuasaan yang dapat
menimbulkan kekuasan yang absolut (Kusriyah, 2017). Pemikir pertama
yang mengemukakan teori pemisahan kekuasaan dalam negara adalah
John Locke dalam bukunya Two Treaties on Civil Government (1690).
Pada bab XII buku tersebut yang berjudul the Legislative, Executive, and
Federative Power of the Commenwealth, John Locke memisahkan kekuasaan
dalam tiap-tiap negara dalam kekuasaan legislatif; eksekutif; dan federatif
(Isharyanto, 2016).

Organisasi negara perlu disusun agar alat kelengkapan negara sebagai
unsur dalam organisasi negara dapat menjalankan tugas; hak; wewenang;
serta bekerja sama untuk mencapai tujuan. Hubungan organisasi negara
secara vertikal mengatur tentang pembagian wilayah dalam negara dan
hubungan pemerintah pusat serta pemerintah wilayah, misalnya menyang-
kut prinsip sentralisasi atau desentralisasi. Bidang kajian ini juga membica-
rakan pembagian kekuasaan pusat dan daerah. A.V. Dicey menitikberatkan
mengenai persoalan distribusi atau pembagian kekuasaan dan pelaksanaan
kekuasaan tertinggi dalam suatu negara (Asshiddigie, 2006). Hubungan
organisasi negara secara horizontal maksudnya adalah pengaturan tentang
sistem pemerintahan yang menggerakkan organisasi negara yang menyang-
kut kekuasaan eksekutif; legislatif; dan yudikatif. Inilah yang sering kali
dikenal dengan sebutan trias politika. Trias politika adalah anggapan bahwa
kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan. Pertama, kekuasaan
legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan
baru sering disebut rulemaking function). Kedua, kekuasaan eksekutif atau

PENGANTAR ILMU NEGARA
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kekuasaan melaksanakan undang-undang (dalam peristilahan baru sering
disebut rule application function). Ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekua-
saan mengadili atas pelanggaran undang-undang (dalam peristilahan baru
sering disebut rule adjudication function) (Budiardjo, 2008).

Pengaturan kedudukan dan hak-hak asasi warga negara menyangkut
tentang bagaimana hubungan antarwarga negara dalam suatu negara agar
berjalan dengan sebaik-baiknya. Pengaturan tersebut meliputi asas-asas dan
persyaratan bagi kewarganegaraan serta pelindungan terhadap hak-hak
asasi warga negara. Pembatasan kekuasaan menjadi salah satu ciri negara
hukum (rechstaat). Ciri-ciri hukum sebagaimana dikatakan oleh Friedrich
Julius Stalh adalah sebagai berikut (Mujiburohman, 2017).

1. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Pemisahan kekuasaan negara.

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Adanya peradilan administrasi.

Sistem pembagian kekuasaan adalah pemencaran kekuasaan dari
instansi atau organ negara yang lebih tinggi kepada instansi atau organ
negara yang lebih rendah. Dengan demikian, karakteristik sistem pemba-
gian kekuasaan adalah pemencaran kekuasaan yang vertikal. Sebagai
contoh, dalam bentuk negara kesatuan, segenap kekuasaan negara dise-
rahkan kepada pemerintah pusat. Kekuasaan itu kemudian dibagi-bagi
kepada unit-unit negara yang lebih kecil berdasarkan asas kewilayahan
sehingga menghasilkan daerah-daerah otonom (Sibuea, 2014).

Teori Pemisahan Kekuasaan

Dalam sebuah negara, suatu pemerintahan tentu memiliki banyak fungsi
yang sangat beragam. Pemerintahan yang terpusat, disebut-sebut peme-
rintah yang memiliki kekuasaan absolut di dalam beberapa hal sekaligus.
Kekuasaan dan kedaulatan menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan
negara. Hal itu merupakan perpaduan keinginan (aspirasi) rakyat dan kebi-
jakan yang diterapkan oleh pemerintah (Hamja, 2020). Hal tersebut yang
kemudian menjadi hambatan bagi terciptanya pemerintahan yang bersih
dan adil, karena suatu pemerintahan memiliki kuasa yang absolut terhadap
beberapa hal, misalnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan;
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menjalankan fungsi pemerintahan; hingga peradilan. Hal tersebut dapat
membuat penyelenggara negara memiliki banyak kesempatan untuk bertin-
dak sewenang-wenang terhadap pemerintahan negara. Selain itu, hal terse-
but tentu saja menjadi masalah besar bagi pemerintahan negara, karena
kesewenang-wenangan akan berbuah ketidakadilan kepada masyarakat atau
warga negara. Beberapa pemikir politik dari Barat mulai mengembangkan
pemikiran mereka mengenai teori pemisahan kekuasaan dan pembagian
kekuasaan. Di antara pemikir politik seperti John Locke dan Montesquieu,
menjadi pelopor akan pemikiran tersebut untuk menghindari terjadinya
kesewenang-wenangan dalam aktivitas ketatanegaraan.

Kedua ide yang diusung oleh John Locke maupun Montesquieu, pada
dasarnya memiliki perbedaan dan persamaan. John Locke yang mengawali
pemikiran tentang adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan
untuk menghindari absolutisme pemerintahan yang terpusat. Inti dari
pemikiran Montesquieu memiliki dasar yang sama dengan pemikiran dari
John Locke, yakni untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan peme-
rintahan yang berpotensi besar dalam menghasilkan kesewenang-wenangan
di pemerintahan. Hanya saja, dalam bidang federatif dan judikatif, kedua
pendapat antara John Locke serta Montesquieu memiliki perbedaan yang
mencolok. Dalam bidang legislatif kedua pendapat sarjana tersebut mirip.
John Locke mengutamakan fungsi legislatif, sedangkan Montesquie lebih
mengutamakan fungsi kekuasaan kehakiman atau judicial.

Oleh sebab itu, yang dianggap penting oleh Locke adalah fungsi
federative yang karena penjelamaan fungsi defencie baru timbul apabila
fungsi terbukti gagal. Untuk fungsi judicial bagi Locke cukup dimasukkan
saja dalam kategori fungsi eksekutif, yaitu yang terkait dengan pelaksa-
naan hukum. Namun bagi Montesquieu, fungsi pertahanan (defernce) dan
hubungan luar negerilah (diplomasi) yang merupakan fungsi eksekutif
sehingga fungsi federative tidak perlu lagi berdiri sendiri. Lalu yang dianggap
penting bagi Montesquieu adalah fungsi judicial atau kekuasaan kehakiman.
Apabila dilihat sejarah atau awal perkembangan teori John Locke sebenar-
nya juga sangat mengakui adanya hak asasi manusia. Hal tersebut dapat
dilacak dari teori perjanjiannya, puctum iunionis yang menyatakan terdapat
hak dasar manusia yang tidak dapat diserahkan secara total kepada kehen-
dak yang berkuasa. Pendapat John Locke disempurnakan, yang mengatakan
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bahwa keberadaan lembaga kehakimanlah yang dapat menjamin realisasi
dari hak asasi manusia, yang diperoleh secara adikodrati (Al-Khawarizmi,
2013). Sedikit berbeda dengan Locke dan Montesquieu, van Vollenhoven
membagi kekuasaan negara menjadi empat fungsi, yaitu regeling (penga-
turan); bestuur (penyelenggaraan pemerintahan); rechtspraak (peradilan);
dan politie (ketertiban dan keamanan). Pembagian keempat kekuasaan
negara itu kemudian dikenal dengan teori catur praja (Isra, 2010), serta
dwi praja (dichotomy) yang meliputi pembuat kebijkan (policy making) dan
pelaksana kebijakan (policy executing) (Muhtadi, 2013)

Prof. Jennings membedakan antara pemisahan kekuasaan dalam arti
meteriil dan pemisahan kekuasaan dalam arti formil. Adapun yang dimak-
sud pemisahan kekuasaan dalam arti materiil adalah pembagian kekuasaan
yang dipertahankan dengan tegas. Dalam tugas-tugas kenegaraan dengan
jelas memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu pada tiga bagian,
yaitu legislatif; eksekutif; dan yudikatif. Sementara itu, pemisahan dalam
arti formal adalah pembagian kekuasaan yang tidak dipertahankan secara
tegas (Sihombing dkk., 2023). Pada dasarnya, tujuan dari pemisahan atau
pembagian kekuasaan adalah untuk mencegah penumpukan kekuasaan di
satu tangan yang akan menimbulkan penyelenggaraan pemerintahan yang
sewenang-wenang. Namun dalam praktiknya, ajaran pemisahan kekuasaan
sulit untuk dijalankan secara kontinu dan konsekuen. Hal tersebut dikare-
nakan pemisahan secara absolut akan mengakibatkan tidak adanya penga-
wasan dan keseimbangan antara masing-masing cabang kekuasaan negara.

Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Sering kali saat mendengar kata kekuasaan, maka secara spontan kita
mengidentikkan dengan politik atau negara. Kekuasaan memiliki sifat-sifat
paksaan dan tekanan. Bahkan negara mempunyai kekuasaan, karena negara
merupakan organisasi dari masyarakat yang mempunyai keistimewaan,
misalnya dalam hal berikut.

1. Negara bisa memaksakan warga negaranya untuk tunduk pada pera-
turan yang berlaku, bila perlu disertai sanksi hukuman mati.
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2. Negara bisa memerintahkan rakyatnya untuk mengangkat senjata
untuk membela tanah airnya sekalipun dirinya sedang berada di luar
negeri.

3. Negara berhak menentukan mata uang yang berlaku dan berhak juga
untuk memungut pajak (Isnaeni, 2021).

Sesuai dengan trias politika, di Indonesia pun juga terdapat pemba-
gian kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) meskipun tidak dinyata-
kan secara eksplisit. Pada Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa Presiden RI
memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Hal ini merupakan
pengejewantahan bahwa presiden merupakan penyelenggara pemerintahan
atau sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Pasal 20 ayat (1) bahwa DPR
memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ini merupakan bukti
adanya kekuasaan legislatif. Pasal 24 ayat (1) bahwa kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan. Ini menyiratkan adanya kekuasaan
yudikatif untuk melakukan pengawasan di bidang hukum dan peradilan.
Secara institusional, lembaga-lembaga negara merupakan lembaga kenega-
raan yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari yang lain. Namun, dalam
menjalankan kekuasaan atau wewenangnya, lembaga negara tidak terlepas
atau terpisah secara mutlak dengan lembaga negara lain, hal itu menun-
jukan bahwa UUD 1945 tidak menganut doktrin pemisahan kekuasaan
(Marlina, 2018).

Ada kecenderungan untuk menafsirkan trias politika tidak lagi seba-
gai pemisahan kekuasaan (separation of powers), tetapi sebagai pemba-
gian kekuasaan (division of powers) yang diartikan bahwa hanya fungsi
pokoklah yang dibedakan menurut sifatnya serta diserahkan kepada badan
yang berbeda (distinct hands). Namun, untuk selebihnya kerja sama di
antara fungsi-fungsi tersebut tetap diperlukan untuk kelancaran organi-
sasi (Budiardjo, 2008). Di sini cabang kekuasaan eksekutif; legislatif; dan
yudikatif dipisahkan secara tegas. Masing-masing cabang akan memiliki
personelnya sendiri dan tidak memungkinkan adanya percampuran fungsi
di antara ketiganya (Prabandani, 2015).

Tidaklah berlebihan apabila Harun Alrasid memberikan pemikiran
bahwa perlunya dilakukan reformasi konstitusi di Indonesia dengan
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menetapkan UUD 1945 yang bersifat tetap. Hal tersebut dikarenakan selama
53 tahun Indonesia merdeka belum memiliki UUD 1945 yang bersifat tetap.
UUD 1945 yang dijadikan UUD Indonesia masih bersifat sementara; tidak
lengkap; dan tidak sempurna. Dengan demikian, UUD 1945 perlu diper-
baiki (Yani, 2018). Setelah UUD 1945 diamendemen, terjadi perubahan
mendasar bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya
oleh MPR, tetapi dilaksanakan oleh banyak lembaga negara menurut
ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang dasar. Hal ini berarti
bahwa tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara mendapat atribusi
langsung dari UUD 1945 sebagai manifestasi kehendak rakyat. Akibatnya,
terjadi perubahan struktur dan mekanisme kelembagaan negara, di mana
MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga negara tertinggi (RI, 2017).
Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan (amendemen) membagi
kekuasaan negara atau membentuk lembaga-lembaga kenegaraan yang
mempunyai kedudukan sederajat serta fungsi dan wewenangnya masing-
masing sebagai berikut (Pemuda, t.t.).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Presiden dan Wakil Presiden.
Mahkamah Agung (MA).

Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisi Yudisial (KY).

NS

Lembaga-lembaga lain yang kewenangannya diatur dalam Undang-
Undang 1945 dan lembaga-lembaga yang pembentukan serta kewenang-
annya diatur dengan undang-undang. Negara Indonesia, dengan merujuk
pada UUD 1945, menganut pemisahan kekuasaan (separation of power)
dengan mendasarkan pada prinsip checks and balances, dengan catatan
pemisahan kekuasaan yang demikian tidak dimaknai sebagaimana konsep
trias politica yang digagas oleh Montesquieu (Wibowo, 2018). Istilah checks
and balances adalah prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antarca-
bang kekuasaan, biasanya dalam konteks kekuasaan negara (Yani, 2018a).
Secara ideal, teori pemisahan kekuasaan semestinya dimaknai bahwa
dalam menjalankan fungsi atau kewenangannya, cabang kekuasaan negara
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mempunyai eksklusivitas yang tidak boleh disentuh atau dicampuri oleh
cabang kekuasaan negara yang lain (Isra, 2010). Dari pembagian sistem
kekuasaan antara eksekutif; legislatif; dan yudikatif, tidak dipisahkan adanya
sistem pemisahan kekuasaan, tetapi lembaga tersebut memakai sistem
pembagian yang memungkinkan adanya kemungkinan saling memenga-
ruhi (Mujiburohman, 2017).

Konstitusi (constitution) juga merupakan suatu pengertian tentang
seperangkat prinsip-prinsip nilai serta norma dasar yang mengatur menge-
nai apa dan bagaimana suatu sistem kekuasaan dilembagakan dan dijalan-
kan untuk mencapai tujuan bersama dalam wadah organisasi (Asshiddiqie,
2020). Melihat model atau varian baru yang muncul dalam ketatanegaraan
Indonesia yang sebenarnya agak berbeda dari teori murni Montesquie, tetapi
hal tersebut dianggap lumrah, mengingat faktor-faktor yang muncul pada
masa modern (Muttaqin, 2015). Dengan berkembangnya konsep mengenai
negara kesejahteraan (welfare state), di mana pemerintah bertanggung jawab
atas kesejahteraan seluruh rakyat, dan karena itu harus menyelenggarakan
perencanaan perkembangan ekonomi serta sosial secara menyeluruh, maka
fungsi kenegaraan sudah jauh melebihi tiga macam fungsi yang disebutkan
oleh Montesquieu. Lagipula tidak dapat lagi diterima sebagai asas bahwa
setiap badan kenegaraan itu hanya dapat diserahi satu fungsi tertentu saja,
seperti yang dibayangkan oleh Montesquieu. Misalnya saja, badan ekse-
kutif tidak hanya bertindak sebagai pelaksana dari undang-undang yang
diterima oleh dewan perwakilan rakyat, tetapi dia bergerak secara aktif di
bidang legislatif sendiri (misalnya dengan menyusun rancangan undang-
undang; membuat penetapan presiden; peraturan menteri; dan sebagainya).
Pemerintah juga berkecimpung di bidang yudikatif (misalnya di Indonesia
dalam sengketa perumahan dan dalam konflik-konflik pajak). Begitu pula
dalam menafsirkan undang-undang, pemerintah juga membuat undang-
undang (Budiardjo, 2008). Jimly Assiddigie mengemukakan sembilan
karakter sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut (Isra, 2019).

1. Terdapat pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dibuat
secara jelas.

2. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presi-
den serta wakil presiden atau dapat dikatakan bahwa presiden meru-
pakan eksekutif tunggal.
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3. Kepala pemerintahan sekaligus kepala negara atau sebaliknya, kepala
negara adalah kepala pemerintahan.

4. Paramenteri diangkat oleh presiden untuk membantu dan bertanggung
jawab kepada presiden.

5. Kedudukan jabatan eksekutif tidak dapat diduduki oleh anggota parle-
men, begitu juga sebaliknya.

6. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.

7. Berlaku supremasi konstitusi sehingga pemerintahan eksekutif bertang-
gung jawab kepada konstitusi.

8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat.

9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat.

Banyaknya kehendak dari berbagai kalangan untuk menegaskan
kembali fungsi dan kewenangan antara kedua lembaga tersebut tentu saja
memaksa adanya posisi yang terpisah di antara keduanya, yaitu dalam arti-
kulasi pemisahan kekuasaan yang jelas, dan dengan mengubah rumusan
pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Keinginan untuk
menerapkan pemisahan kekuasaan ini tentu saja.akan menjadi hal yang
menarik untuk diperbincangkan selanjutnya berkaitan dengan landasan
teori pemisahan kekuasaan. Oleh karena itu, dengan format UUD yang
telah diamendemen tentu memiliki definisi yang berbeda sesuai dengan
kapasitasnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Muttaqin, 2015).
Secara ideal, teori pemisahan kekuasaan seharusnya dimaknai bahwa dalam
menjalankan fungsi atau kewenangannya, cabang kekuasaan negara memi-
liki eksklusivitas yang tidak boleh disentuh atau dicampuri oleh cabang
kekuasaan negara yang lain (Isra, 2010a).

Suatu pendapat menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UUD
NRI Tahun 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penye-
lenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui
pembagian kekuasaan yang lebih tegas; sistem saling mengawasi serta
saling mengimbangi (check and balances) yang lebih ketat dan transparan;
serta pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk menga-
komodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman. Oleh
karena itu, muncullah gagasan tentang pembatasan kekuasaan. Cara yang
paling efektif adalah membatasi kekuasaan dengan hukum atau konstitusi.
Cara pembatasan kekuasaan dengan hukum tersebut yang melahirkan
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konsep negara hukum. Dalam sistem pemerintahan yang digunakan untuk
menegakkan checks and balances adalah di antara tiga cabang kekuasaan
yang sesuai dengan sistem presidensil yang dianut oleh Indonesia (Yani,
2018a). Adanya konsep trias politika dalam menjaga stabilitas pemerintahan
dapat terancam apabila prinsip checkas and balances tidak terwujud dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Polarisasi yang diungkapkan Linz dalam
penyelenggaraan pemerintahan presidensial di Indonesia akan berimpli-
kasi ancaman terhadap stabilitas politik maupun stabilitas pemerintahan
(Fugoha, 2019). Pemahaman tentang konsep pemisahan kekuasaan sendiri
ternyata mengalami perkembangan yang akhirnya membentuk ciri masing-
masing di berbagai negara sesuai dengan praktik politik; kebiasaan; dan
prinsip-prinsip hukum yang dianut sebuah negara (Isnaeni, 2021). Jika
ditelaah kelembagaan negara di Indonesia, maka mengalami pergeseran
dari trias politika ke arah empat cabang kekuasaan negara, yang cabang
terakhirnya diwakili oleh komisi negara independen. Hal ini tentu dilatar-
belakangi oleh komisi negara independen, bukan bagian dari kekuasaan
eksekutif; legislatif; dan yudikatif (Lailam, 2021).

Pemilihan Umum Perwujudan Demokrasi

Pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif dapat dilakukan seren-
tak sehingga partai apa saja yang suda dinyatakan memenubhi syarat sebagai
peseta pemilihan umum, dapat mengusulkan calon presiden serta calon
wakil presiden. Dua atau lebih partai politik peserta pemilu dapat saja
mengadakan koalisi atau bergaung dalam mengajukan calon presiden dan
calon wakil presiden. Calon presiden dari partai A, sedangkan calon wakil
presiden dari calon B, itulah yang dimaksud dengan gabungan partai politik
pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh Pasal 6 A ayat
(2) UUD 1945 (Hamja, 2020).

Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi dalam melaksa-
nakan sistem pemerintahan, tentunya pemilihan umum menjadi pilihan
dalam membentuk pemerintahannya. Hal tersebut juga tidak terlepas dari
partisipasi politik warga negara yang paling mudah untuk diukur intensi-
tasnya, yaitu melalui perilaku warga negara dalam pemilihan umum, antara
lain melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya
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dibanding dengan jumlah warga yang berhak memilih (Huda, 2018).
Tentunya demokrasi yang diselenggarakan secara demokratis akan membe-
rikan implikasi terhadap pemimpin yang dihasilkan lebih berkualitas dan
dapat dipercaya oleh publik (Razak, 2021). Demokrasi telah memberikan
porsi kekuasaan rakyat lebih besar dalam menjalankan kekuasaan negara
(Ghafur dan Wardhana, 2019). Hal ini sebagai wujud dalam pelaksanaan
demokrasi bahwa pemerintahan dibentuk dari rakyat; oleh rakyat; dan
untuk rakyat. Dahlan Thaib dalam Basuki Kurniawan menyatakan bahwa
pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan
umum, karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya
prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokrasi adalah
setiap warga negara berhak ikut dalam proses politik (Kurniawan, 2020).
Diperlukan adanya pendidikan politik yang bisa meningkatkan partisipasi
politik warga negara. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata
laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manu-
sia melalui upaya pengajaran serta pelatihan; proses; cara; dan perbuatan
mendidik (BP; Yumriani; dan Fitriani, 2022). Dalam Pasal 1 UUD 1945,
secara tegas dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Jadi, kita menganut paham kedaulatan rakyat, yang artinya rakyatlah yang
berkuasa menentukan dasar negara; hukum negara; dan tata cara negara
tersebut diperintah (Milenia, 2021).

Pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar
masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia poli-
tik yang selalu mengalami perkembangan. Dalam hal ini diperlukan untuk
mengingat semakin kompleksnya masalah-masalah politik (Hartono, 2016).
Untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat, sebagai wujud beker-
janya demokrasi diperlukan adanya partai politik. Sistem demokrasi tidak
mungkin berjalan tanpa adanya partai politik. Pembuatan keputusan secara
teratur hanya mungkin dilakukan apabila terdapat pengorganisasi berda-
sarkan tujuan-tujuan kenegaraan (Asshiddigie, 2006). Keharusan pembel-
ajaran dan pemahaman agar warga negara mengetahui peran serta fungsi
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah keharusan pembelajaran
serta pemahaman agar warga negara mengetahui peran dan fungsi dalam
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kehidupan politik serta kewajiban partai politik. Selanjutnya, politik sebagai
salah satu jalan memahami pendidikan politik menjadi kewajiban partai
politik. Demi memastikan berjalannya program pendidikan politik tersebut
AD/ART Parpol pun harus memuat ketentuan pendidikan politik (Pasal
2 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011). Partai politik
memiliki perbedaan fungsi antara negara yang menggunakan sistem peme-
rintahan parlementer dan presidensial. Perbedaan fungsi tersebut dapat
dilihat dalam pemilihan kepala pemerintahannya (Taufikkurrahman, 2019).

Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi di mana pelak-
sanaannya bersumber pada nilai-nilai Pancasila untuk menjadi pedoman
hidup bangsa Indonesia. Tujuan utamanya adalah memperbaiki dan melu-
ruskan penyimpangan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada demokrasi
terpimpin dengan bersumber pada nilai-nilai Pancasila (Irawan, 2023).
Pascapemilihan umum di Indonesia baik di pusat maupun di daerah akan
selalu diwarnai dengan persoalan kekuasaan antara legislatif dan ekse-
kutif. Pemegang kekuasaan akan selalu ingin tampil lebih dominan saat
berbeda patron atau latar belakang dukungan politik antara penguasa di
eksekutif dengan penguasa di legislatif. Oleh karena itu, untuk menciptakan
stabilitas politik dan pemerintah, dituangkan ketentuan dukungan partai
politik sebagai instrumen politik dalam sistem pemerintahan di Indonesia
(Fuqoha, 2019).
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